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ABSTRAK

Kegunaan tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33
ayat (2) UUD 1945. Undang-undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan
tenaga listrik dikuasaiwoleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan-oleh pemerintah dan
pemerintah .daerah.. Pemerintah" dan pemerintah. daerah -.sesuai dengan
kewenangannya menetapkan kebijakan-kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan
pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik.

Berdasarkan latar belakang ‘di- atas meka masalah yang akan dijawab
dalam penelitian ini_.tentang bagaimanakah * peclindungan hukum terhadap
penyedia dan pemakai tenaga listrik ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan serta apakah kendala dalam
perlindungan -hukum terhadap penyedia dan pemakai tenaga listrik ditinjau
berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang dilakukan
dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan
menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sedangkan
jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat diskriptif analitis, yang berarti
penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan
sistematis tentang permasalahan pokok penelitian:

Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia dan Pemakai Tenaga Listrik
Ditinjau  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan adalah perlindungan hukum_terhadap penyedia listrik dimana
masyarakat sebagai konsument harusimembayar iuran..rekening bulanan,
membayar denda apabila jatuh tempo pembayaran rekening listrik bulanan serta
masyarakat siap diputus aliran listriknya apabila masyarakat tidak memenuhi
ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pemakaian arus
listrik, sementara perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen sampai
saat ini belum terwujud dengan baik, seperti terjadinya pemadaman sepihak oleh
PLN, dan pembayaran tunggakan listrik yang tidak sesuai dengan jumlah
pemakaian.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyedia dan Pemakai Listrik.
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ABSTRACT

The utility of electric power for the state in realizing the welfare of
society in all fields and in line with the provisions in Article 33 paragraph (2) of
the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This law states that the
business of providing.electricity is controlled by the state and used for - great
prosperity of the people whose.implementation is carried out by the government
and regional-governments. The government and local governments in accordance
with their respective authorities shall establish policies, regulations, supervision,
and implementation of electricity supply business.

Based on the above background, the problem that will be answered in this
thesis research is aboutyHow the Legal Protection.of Electric Power Providers
and Users Is Seen Based on Law Number 30 of 2009 concerning Electricity and
Are Obstacles in Legal Protection Against Electric Power Providers and Users
Reviewed Based on the Law -Law Number 30 of 2009 concerning Electricity?

This type of research is a sociological legal research conducted by means
of a survey, namely research directly to the research location using data
collection tools. in the form of interviews and questionnaires. Meanwhile, if
viewed from its nature, this writing is descriptive analytical, which means the
research is intended to provide a detailed, clear and systematic description of the
main research.problems..

Legal Protection Against Electricity.Providers and Users Reviewed Based
on Law Number 30 of 2009 concerning Electricity is legal protection for
electricity providers where the community as consumers must pay monthly
account fees, pay fines when, the monthly electricity bill payment is due and the
community is ready to cut off-the electricity.if the community does not fulfill the
provisions agreed in the agreement for the use of electric. current, while legal
protection for the community as consumers has not yet been realized properly,
such as the occurrence of unilateral blackouts by PLN, and payment of electricity
arrears that are not in accordance with the amount of usage.

Keywords: Legal Protection, Electricity Providers and Users.
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BAB |

PENDAHULUAN

dengan apa

kepenting ar ama, tic '_' eng aturan hukum yang

telah atau suda ote \ ] ari akan pentingnya

serta akibat : itimb i da dirinyz pun pada orang lain

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-
undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang
penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan

kebijakan-kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan usaha penyediaan
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tenaga listrik. Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada

masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan.

Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan

sesuai Un
tugas uta

besarnya : jan '). ; 2 an_tujuan Nasional

Indonesia Dasar 1945,
khususnya mencerdaskan
kehidupan
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sama tidak dapat diarahkan kepada pejabat tata usaha Negara yang terlambat
merealisasikan pelayananya kepada masyarakat. Ketimpangan ini dapat terjadi di
semua sektor kehidupan®.

Asas dan tujuan yang dianut Undang-undang tentang ketenagalistrikan,

bahwa pembangunan ketenagalistrikan (PT. PLN) bertujuan untuk menjamin

! Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana
Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 173.
18



ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan
harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan?.

Penyedia jasa kelistrikan yang ditunjuk Pemerintah adalah PT. PLN
sebagai badan usaha milik negara; dan konsumen adalah pelanggan PLN, sering
mengalami beberapa persoalan yang tidak kunjung selesai dan terjadi berulang-
ulang. Disatu sisi PT. PLN selalu dirugikan akan sikap konsumen yang
melakukan perbuatan melawan hukum dengan pemakaian arus listrik secara
ilegal, dan ini sering terjadi dan sudah banyak kasus yang seperti ini merugikan
PT. PLN akan-sikap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh konsumen
terhadap PT. PLN. Akibat yang ditimbulkan adalah ganti rugi yang diberikan oleh
konsumen terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh konsumen.

Disisi lain, konsumen juga dirugikan akan pelayanan yang diberikan oleh
PT. PLN. Konsumen dirugikan atas sikap tindakan sepihak memutus aliran listrik
kerumah konsumen "ketika konsumen terlambat melakukan pembayaran tagihan
listrik tiap bulannya, selain itu_juga adamya pemutusan arus listrik secara
mendadak, dan tanpa pemberitahuan maupun sudah dilakukan pemberitahuan dan
ini tentu membuat konsumen yang memiliki peralatan elektronik menjadi cepat
rusak, belum lagi terjadi hubungan arus pendek, bisa saja mengakibatkan

kebakaran.

Z pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo. Pasal 41
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan
Tenaga Listrik.
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Dari kedua persoalan diatas, baik penyedia tenaga listrik yaitu PT. PLN
dan pengguna tenaga listrik yaitu konsumen sama-sama dirugikan. Konskuensi ini

wajar, mengingat bila konsumen di duga merugikan PT. PLN, padahal belum

4
&
7|

peluang ke
padamnya 3

terutama ko

el
=)
o
[ 4

Hukum Perdata jo Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
dimana konsumen/ pelanggan dihadapkan pada beban pembuktian yang berat
karena harus membuktikan dengan unsur-unsur yaitu®:

a. Perbuatan melawan hukum;

b. Kesalahan/ kelalaian tergugat;

® pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012, Tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Tenaga Listrik.
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c. Kerugian yang dialami pelanggan/ konsumen;

d. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian

yang dialami konsumen.

Luasnya jangkauan pelayanan umum«PLN menunjukkan betapa tidak
mudahnya untuk memberikan gambaran presepsi yang disampaikan masyarakat
dengan baik, cukup, atau buruk: Namun,-untuk, menentukan presepsi demikian,
diperlukan Kriteria-kriteria tertentu sesual dengan Karakteristik jasa/pelayanan
yang bersangkutan serta produk hukum/perundang-undangan yang mengaturnya.*

Hal ini tidak mudah diterapkan. Jika permasalahan pelayanan umum ini
dilihat dari sudut masyarakat, khususnya konsumen yang memperoleh dan
menggunakan.~pelayanan umum Yyang tersedia dengan .nilai tukar yang
diberikannya dalam bentuk tarif/biaya. Uraiannya tidak mungkin menjangkau
berbagai sektor pelayanansumum yang tersedia, Pekerjaan berat ini menjadi
tanggung jawab bersama, sebab menyangkut citra negara dan bangsa pada skala
nasional maupun internasional. PLN merupakan perusahaan negara yang bergerak
di bidang pelayanan umum yang bersifat profit.«Meskipun profit, perusahaan
negara seperti ini sangat menguntungkanrakyat banyak sebab tujuannya lebih
banyak diarahkan pada usaha memakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian terhadap perlindungan hukum baik bagi penyedia jasa kelistrikkan yaitu
PT. PLN dan pengguna jasa kelistrikan adalah konsumen berdasarkan undang-

undang ketenagalistrikan, maka dari itu Penulis akan menuangkannya dalam

* Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Intrumen Hukumnya Jakarta: Citra Adhya
Bakti, 2003, hal. 171
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sebuah karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum

Terhadap Penyedia Dan Pemakai Tenaga Listrik Ditinjau Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.”

30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

2. Untuk menganalisis Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap
Penyedia Dan Pemakai Tenaga Listrik Ditinjau Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam

penulisan ini adalah sebagai berikut :

22
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1. Secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran guna membangun

argumentasi ilmiah terhadap Perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai

konsumen listrik.

penyelenggara

ikatan sosial @

kehidupan bermasya Q‘ ‘
mendapatkan sanksi sesuai

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang
sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang
paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi

ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling

lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan

> Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Jurnal
Mahkamah Konstitusi, Januari 2009, hal. 64
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untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang
kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua
orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama
besar dalam hidup. Berdasarkan._pedoman..ini semua perbedaan antara orang
berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus
ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan oahwa maka program penegakan
keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip
keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan
dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua,
mampu mengatur kembali kesenjangan sosial’ ekonomi yang terjadi sehingga
dapat memberi-keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi
setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak
beruntung.®

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum
mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum
dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri
dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik
berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan
kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah
menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional,
dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar

kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan,

® John Rawls, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 4
24



melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan
korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas
suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan
kerugian bagi orang lain, maka.orang yang.mengakibatkan.munculnya kerugian,
harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian
untuk memulihkan keadaannya-sehagat-akibatdari kesalahan yang dilakukan.
Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi
ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga
menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki
sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap
hukum positif yang bermartabat’. Keadilan menjadi landasan-moral hukum dan
sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif
berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak
bagi hukum sebagal hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi
hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum
atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai 1a telah menggeser nilai keadilan
dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting
adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga
ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser
nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai
kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat.

Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan

" Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta,
2014, hal. 74
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menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan
hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai
keadilan, keadilan" memiliki sifat _normatif.sekaligus konstitutif bagi hukum.
Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat
konstitutif karena keadilan _harus| menjadi ,unsur mutlak bagi hukum, tanpa
keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum®. .Hal ini memperhatikan
pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk
menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka
yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian
hukum®. Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo
tentang keadilan bermartabat adalah : “keadilan bermartabat memandang
pembangunan sistem hukum ,yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum
positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari
sistemsitem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah
melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia.*

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan
sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum
Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak statute law, dan juga tidak
mutlak menganut sistem common law, sekalipun banyak yang mendukung

pendapat bahwa sistem judge made law itu menjunjung tinggi harkat dan martabat

8 Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta
Publising, Yogyakarta, 2013, hal. 117

® Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
2012, hal. 20

19 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Nusa Media, Bandung, 2015, hal. 17
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hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum. Namun suatu ciri yang
menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan

penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui

di atas, teori keadilan

...@@'

maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan
fair. Oleh karena tindakan mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan
pembuatan hukum oleh legislatif yang sesuai dengan aturan adalah adil. Tujuan

pembuatan hukum yaitu untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat.

11 H

Ibid, hal. 18.
12 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung,
2004, hal. 239
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Dengan demikian, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan
mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

IImu hukum dalam perkembangannya, selalu diperdebatkan keabsahannya
sebagai ilmu, baik oleh ilmuwan. sosial maupun ilmuwan hukum sendiri. Sudah
sejak lama sebuah pertanyaan timbul dan harus dijawab secara akademis, apakah
[Imu Hukum itu ilmu? Menurut [Lasiyo; bahwa untuk menjawab pertanyaan
tersebut tidak sekedar membuat pernyataan, tetapi harus dikaji dan dianalisis
berdasarkan landasan pijak yang kuat dan jelas dari aspek keilmuan.'* Dari segi
kajian penelitian, ilmu hukum pada dasarnya bukanlah untuk melakukan verifikasi
atau menguji hipotesis sebagaimana penelitian ilmu sosial maupun penelitian ilmu
alamiah. Metode kajian terhadap ilmu hukum beranjak dari sifat dan karakter ilmu
hukum itu sendiri. Berikut pemaparan Philipus M. Hadjon mengenai karakter ilmu
hukum: IImu hukum memiliki_karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif,
praktis, dan preskriptif. Karakter yang demikian menyebabkan sementara
kalangan yang tidak -memahami kepribadian ilmu hukum itu mulai meragukan
hakikat keilmuan hukum. Keraguan tersebut dikarenakan dengan sifat yang
normatif ilmu hukum bukanfah ilmu empiris.

Istilah ilmu atau science menyandang dua makna, yaitu sebagai produk
dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji
kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Wim van
Dooren, mengemukakan bahwa ilmu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan

yang sah secara inter-subyektif dalam bidang kenyataan tertentu yang bertumpu

3 M. Hadin Muhjad, Peran Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum: Kajian Teoritis dan Praktis, Unesa
University Press, Surabaya, 2010, hal. 3
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pada satu atau lebih titik tolak dan ditata secara sistematis**. Sebagai proses,
istilah ilmu menunjuk pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh

pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatanan (stelselmatig) atau sistematis

dengan mengguné S jertian 3 khusus diciptakan

.@a'

dijalankan
keberadaan
perangkat kriteria

a. Kriteria

b. Kriteria nilai, yaitu substansi yang mengacu pada premis-premis nilai
obyektivitas, bebas pamrih (disinterestedness), skeptis, toleransi, dan

keterbukaan;

 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta, 2012, hal. 1

> Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur llmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2012,
hal. 104
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c. Kiriteria sosiologikal, yang meliputi pembentukan komu nitas ilmuwan,
pentautan berbagai disiplin ilmiah, dan status sosial.*®

Keberadaan ilmu merujuk pada intelektual yang memiliki struktur yang
unsur-unsurnya _meliputi; Pertama, pra-anggapan sebagai. guiding principle;
Kedua, bangunan sistematis yakni: metode dan substansi (konsep dan teori);
Ketiga, keberlakuan inter-subyektifs: dan 4 Keempat, tanggungjawab etis'’,
Berdasarkan ciri-ciri 1lmu di atas, maka terdapat. berbagal cara untuk
mengklasifikast ilmu-ilmu ke dalam beberapa kelompok dan sub-kelompok,
tergantung pada aspek (patokan/kriteria) yang digunakan.

Dari sudut substansi, dikenal ilmu formal dan_ilmu empiris. limu formal
merujuk pada ilmu yang tidak bertumpu pada pengalaman atau empiris, obyek
kajian bertumpu pada struktur murni yaitu analisis aturan operasional dan struktur
logika; misalnya, logika dan-matematika serta teori sistem. lmu empiris merujuk
bahwa untuk memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual, dan
karena itu bersumber pada empirik (pengalaman) dan eksperimental. limu empiris
disebut juga dengan ilmu paositif, yang terdiri dariilmu-ilmu alam (naturwissen-
schaften) dan ilmu-ilmu manusia (geisteswissenscaften). llmu formal dan ilmu
empiris merupakan genus dari kelompok ilmu teoritis, yaitu ilmu yang ditujukan
untuk memperoleh pengetahuan saja dengan mengubah dan/atau menambah
pengetahuan. Adapun sebagai vis a vis ilmu teoritis adalah ilmu praktis, yaitu ilmu

yang mempelajari aktivitas penerapan itu sendiri sebagai obyeknya, selain itu juga

16 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008,
hal. 29.

" Philipus M. Hadjon, “Pengkajian llmu Hukum Dogmatik (Normatif)”, Yuridika Jurnal Hukum
Universitas Airlangga Surabaya, No. 6 Tahun IX, November-Desember 2004, hal. 1.
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bertujuan untuk mengubah keadaan, atau menawarkan penyelesaian terhadap
masalah konkret.

IImu praktis dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu ilmu praktis
nomologis dan _ilmu- praktis.normologis...limu  praktis \normologis berusaha
memperoleh pengetahuan faktualempiris, yaitu pengetahuan tentang hubungan
ajeg yang ceteris paribus berdasarkan: asas kausalitas deterministik. Sedangkan
ilmu praktis nomologis berusaha menemukan hubungan antara dua hal atau lebih
berdasarkan -asas Imputasi (menautkan tanggungjawab/ kewajiban) untuk
menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subyek tertentu dalam
situasi konkret, namun dalam kenyataannya apa yang seharusnya terjadi itu tidak
niscaya dengan- sendirinya terjadi. llmu Praktis Normologis disebut juga dengan
[Imu Normatif atau llmu Dogmatik. Merujuk pada klasifikasi keilmuan di atas,
maka apakah ilmu hukum sadalah ilmu? Menjawab pertanyaan ini secara arif,
Philipus M. Hadjon mengatakan, bahwa bukan masanya untuk memperdebatkan
hal tersebut. llmu hukum diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati
karakter ilmu hukum yang merupakan kepribadian ilmu hukum.*® Apa yang
kemukakan Philipus M. Hadjon. tersebut..cukuplah beralasan, karena apabila
ditinjau dari sudut pandang karakteristik dan kepribadian, llmu Hukum dipandang
sebagai suatu ilmu memiliki karakter yang khas. Dengan karakter demikian ilmu
hukum merupakan ilmu tersendiri (sui generis)."® Dengan kualitas keilmiahannya

sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu, baik cabang ilmu

'8 Bernard Arif Sidharta, Op.Cit., hal. 113.
“Peter Mahmud Marzuki, Jurisprudence As Sui Generis Discipline, Yuridika Jurnal Hukum
Universitas Airlangga Surabaya, Vol. 17, No. 6, Juli-Agustus 2002, hal. 309-329.
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pengetahuan alam, cabang ilmu pengetahuan sosial, maupun cabang ilmu
humaniora. Tetapi berdasarkan karakteristik keilmuan, menurut Bernard Arief
Sidharta, ilmu hukum termasuk dalam kelompok ilmu praktis, walaupun demikian
sebagaimana ilmu  kedokteran;..ilmu hukum.-menempati ~kedudukan istimewa
dalam klasifikasi ilmu, bukan karena mempunyai sejarah yang panjang, tetapi
juga karena sifatnya sebagal. .Hmu' normatif dan dampak langsungnya terhadap
kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya.

[Imu Hukum memiliki berbagai istilah, rechtswetenschap atau rechtstheorie
dalam bahasa Belanda, jurisprudence atau legal science, dan jurisprudent. Dalam
kepustakaan Indonesia tidak tajam dalam penggunaan istilah. Istilah ilmu hukum
di Indonesia disejajarkan dengan istilahistilah' dalam bahasa asing tersebut.
Misalnya, istilah Rechwetenschap oleh Jan Gijssels dan Mark van Hoecke
diterjemahkan + dalam. bahasa  Inggris  sebagai . Jurisprudence. Apabila
diterjemahkan secara harfiah Rechwetenschap berarti Science of Law. Istilah itu
dihindari karena istilah science dapat diidentikkan dengan kajian yang bersifat
empiris. Kenyataannya, hukum bukanlah kajian yang empiris.?’

2. Teori Kepastian Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada
Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai arti yang luas meliputi

2 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.
20
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perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap

kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sehingga ke akibat-akibat dari

pemakaian barang dan jasa itu.

en berasaskan

manfaat, keadils eseimbe paMa amatan konsumen, serta

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha
secara keseluruhan.
b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

2l Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2011, hal. 1
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konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan

kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan
substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu :**
1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan

keselamatan konsumen,

22 |bid, hal. 26
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2. Asas keadilan yang di dalamnya yang di dalamnya meliputi asas

keseimbangan, dan

3. Asas kepastian hukum.

ak dapat dilihat

dalam hubunga dagse 3i-pelau usaha dan

yang kehadira idak seca ,j ihak tetapi melalui
berbagai pembatasan d K ke 9 0 dalam berbagai
peraturan p
yang

dan keselamatan

Asas kepastian hukum yang menurut Himawan, hukum yang berwibawa
berarti hukum vyang efisien, dibawah naungan mana seseorang dapat
melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan melaksanakan kewajibannya tanpa

penyimpangan.?*

2 |bid, hal. 28
2 bid, hal. 13
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Tujuan dari perlindungan konsumen diatur dalam UUPK pada Pasal 3,
yaitu :

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk

“q

dan keselamatan ko

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-
Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau
consument itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti kata
consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.

Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen
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kelompok mana pengguna tersebut. Sedangkan menurut Kotler, konsumen adalah

individu dan kaum rumah tangga untuk tujuan penggunaan personal.?®

Begitu pula Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata

barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya.
Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar

produsen.

% Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005,
hal. 99

% Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.
23.

#" Ibid., hal. 25
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Bagi konsumen akhir, yaitu setiap orang yang mendapat atau
menggunakan untuk kebutuhan pribadi, keluarga, dan/atau rumah tangga yang

tidak diperdagangkan. Barang atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di

gka (2) UUPK

can ’Konsumen

atau makhluk hidup lainnya. Demikian pula penggunaan istilah “pemakai”
menimbulkan kesan barang tersebut bukan milik sendiri, walaupun sebelumnya
telah terjadi transaksi jual beli. Jika seandainya istilah yang digunakan “setiap

orang memperoleh” maka secara hukum akan memberikan makna yang lebih
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tepat, karena apa yang diperoleh dapat digunakan dengan baik untuk kepentingan
sendiri maupun orang lain.?

Berdasar hal itu, apabila badan hukum, keluarga, dan orang lain diberikan

engertian  konsumen

b\-‘-‘r‘\‘ .O adan hukum

yang selanjutnya diset g-Unda 1 nen (UUPK) pada
Pasal 1 ang
yang menja : e dungan kepada

konsumen.

hukum®, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-
wenang Yyang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan
perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-

Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan

28 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit, hal. 4-5
* Ibid., hal. 6
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pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan
perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.*

Dalam Pasal 2 UUPK yang berbunyi “Perlindungan konsumen berasaskan

rakyat dapat

sempatan kepada

materiil dan spiritual
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

dikonsumsi atau digunakan.

% 1bid,, hal. 1
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e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin

1. S anfaatan [ : . U eamanan dan
s k, : ‘
konsum o

sud adalah juga keadilan bagi
kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan
pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dilihat
dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai pelau usaha dan
konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik

yang kehadirannya tidak secara langsung di antara para pihak tetapi melalui

% 1bid, hal. 26
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berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai
peraturan perundang-undangan®.

Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang

anan dan keselamatan

berarti  hu
melaksana knya ketakutan melaksanakan kewajibannya tanpa
penyimpang

Tujui

yaitu :
a.
b. cara
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan

menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi;

%2 |bid, hal. 28
% |bid, hal. 13
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e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggung jawab dalam berusaha;

Amerika), ata | 0e arl consumer atau

consument 2 g da 3 an: ara harfiah arti kata

a. Konsumen adalah setiap yang mendapatkan barang atau jasa
digunakan untuk tujuan tertentu;

b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau
jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk

diperdagangkan (tujuan komersial);

% Ade Maman Suherman, Op.Cit, hal. 99
% Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit, hal. 23.
% Ibid., hal. 25
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c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan
menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan

hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk

g atau jasa
kapital, berupa U, hahan \ ata k lain yang
akan dip Sin ib adagang, barupa

barang setenga U b ¢ nata  dagangannya.

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan.

Penggunaan istilah “pemakai” dalam rumusan Pasal 1 angka (2) UUPK
tersebut sesungguhnya kurang tepat. Ketentuan yang menyatakan “Konsumen

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
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masyarakat”, apabila dihubungkan dengan anak kalimat yang menyatakan “bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain”,

tampak ada kerancuan di dalamnya.

setiap

dan orang erike k uni e maka rumusan
pengertian

orang/badan ng 2h dan/atau memakai barang/jasa yang berasal

doktrin-doktrin) yang digunakan menjadi referensi bagi peneliti dalam menyusun
konsep penelitian. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide konsep hukum, dan
asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan

pandangan-pandangan dan doktri-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi

7 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit, hal. 4-5
% Ibid., hal. 6
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peneliti dalam membangun suatu argumuntasi hukum dalam memecahkan isu

yang dihadapi.*® Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca rencana

penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud

dan juga untuk pertumbuhan ekonomi pada khususnya, selain itu tenaga
listrik juga berperan penting dalam kecerdasan dan kesejahteraan
masyarakat

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan segala

sesuatu pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

% peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hal.
“0 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 121.
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F. Metode Penelitian
Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai

dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk

langsung k npul data berupa

wawancara , penulisan ini
bersifat diskriptif analitis, yang berarti p : maksud untuk

memberikan gambara a ela ntang permasalahan

pokok penel j ; : j ukakan bahwa

2. Obyek Penelitian
Obyek dari penelitian penulis ini adalah mengenai Perilindungan Hukum
Terhadap Penyedia dan Pemakai Tenaga Listrik Ditinjau Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

“Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hal. 10
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3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kota

Pekanbaru tepatnya di Kantor PT. PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan

ersentase
Ket
(%)
- Sensus
- Sensus
10% Purposive
Sampling

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui

wawancara dan kuesioner dan yang berhubungan langsung dengan

pokok masalah yang dibahas.

“2 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 118
3 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, Yokyakarta, 2012, hal. 22
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b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung
dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum perdata,

hukum bisnis, dan peraturan perundang-undangan, Internet dan lain-

dalam bentuk tabel. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan

antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-
undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis
mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil

kesimpulan dari hal-hal yang umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.
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BAB Il
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

konsumen hanya orang dan (2) bara U Jasa yang digunakan untuk keperluan

pribadi atau keluarganya®’. India juga mendefinisikan konsumen dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen India yang menyatakan “konsumen adalah

setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara

“ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit, hal. 22

“> Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan
Pemikiran, Nusa Media, Bandung, 2008, hal. 7

“ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit., hal. 23

“" Shidarta, Op.Cit, hal. 3
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pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk
dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial*®.

Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni :*°

—+

W3

g
o
»

| 2
.

i

<
. g

undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang

48 1

Ibid., hal. 4
“ AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2012,
hal. 13
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lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dari
pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi

konsumen :*°

a. Setiap

angka (2) UU

akhir (ultimate

baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,
benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang
dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh

konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang

% 1bid., hal. 27
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berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk

dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna
terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/ atau
jasa tersebut™. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen

di Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya

*! Abdul Halim Barkatulah, Op.Cit., hal. 8
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sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan

jasa (pengertian konsumen dalam arti sempit).52
2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah
bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang
bersifat mengatur dan mengandung' sifat yang melindungi kepentingan konsumen
sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan
masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa
konsumen di dalam pergaulan hidup.>®* Namun, ada pula yang berpendapat bahwa
hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari-hukum konsumen. Hal ini
dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena
hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat
kepentingan pihak konsumensdan salah satu-bagian dari hukum konsumen ini
adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-
hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.**

Hukum perlindungan kensumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar
hukum yang telah ditetapkan-oleh-pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang
pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh
optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan

Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala

°2 Shidarta, Op.Cit., hal. 3
* bid., hal. 11
* 1bid., hal. 12
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upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat

pelaku usaha tidak

55

perlindung m ar ) meningk kan martabat
dan kesadars
dalam menyelenggarakan kegia e asa tanggung

jawab®. P

e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan  pengaturan
perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-

bidang lainnya.

*® Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2016, hal. 4
% Abdul Halim Barkatulah, Op.Cit., hal. 18
*" 1bid., hal. 19
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A. Zen Umar Purba mengemukakan kerangka umum tentang sendi-sendi

pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut *:

a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha

pada

haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.*® Purba menguraikan
konsep perlindungan konsumen sebagai berikut : ”Kunci Pokok Perlindungan
Konsumen adalah bahwa konsumen dan pengusaha (produsen atau pengedar

produk) saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang

% Happy Susanto, Op.Cit., hal. 5
% Ibid., hal. 19

56



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan,

pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pengusaha.®®”

Disamping UUPK, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan

Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen.
f. Kepmenperindag No. 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

8 Abdul Halim Barkatulah, Op.Cit., hal. 47
%! Happy Susanto, Op.Cit., hal. 20
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g. Kepmenperindag No. 605/MPP/Kep/8/2002 tentang Pengangkatan

Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah

Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota

niliki sejumlah hak
dan kewajiban. Peng an - hak-hal adalah hal yang sangat

mandiri sehingga ia © auh_untuk memperjuangkan hak-

- 5&““
haknya ketika ia menyadari hak dilanggar oleh pelaku usaha.

Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu ®%:

a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang

ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh

membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik

82 Shidarta, Op.Cit., hal. 19
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secara jasmani atau rohani terlebih terhadap barang dan/ atau jasa yang
dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi®.

Untuk itu diperlukan adanya pengawasan secara ketat yang harus

an paksaan dari

disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan
sering tidak cukup memuaskan konsumen®. Untuk itu konsumen harus
mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan klaimya bisa didengarkan,

baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lemabaga-

% bid., hal. 23
* Ibid., hal. 26
% Happy Susanto, Op.Cit., hal. 25
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lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak
konsumen.®®

Selain keempat Hak diatas, Hak-hak Konsumen juga diatur dalam Pasal 4

diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian,
apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

% 1bid., hal. 26
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i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Hak-hak konsumen yang telah disebutkan diatas dapat diuraikan sebagai

berikut ¢

jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara

monopoli oleh suatu produsen/ pelaku usaha atau dengan kata lain
tidak ada pilihan lain (barang maupun jasa), maka dengan sendirinya
hak untuk memilih tidak berfungsi.

c. Hak untuk memperoleh informasi

87 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, hal. 45
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Hak atas informasi yang benar dan jelas dimaksudkan agar konsumen

dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk karena

dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang

encantumkan

lan-iklan yang

28 5

ui media cetak

Waaa

gnifikan  untuk

hak ini akan

menguntungkan konsumen dan pelaku usaha.

. Hak untuk didengar

Hak ini adalah hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ni
dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan
produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang

produk tersebut kurang memadai, atau berupa pengaduan atas kerugian
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yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa
pernyataan/ pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang

berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini disampaikan baik

pendidikan bagi

5 dan teliti dalam

’Q . serta tidak diskriminatif
Maksud hak ini a ‘ 1 ha k d akukan atau dilayani secara
benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama,
budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.
h. Hak untuk memperoleh ganti kerugian
Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi

rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa

yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini terkait dengan
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penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa
kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen.

Hak ini dapat diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun

Selain mempe G nyai kewajiban.

Ketentuan k men dapat kita lihat dalam | JPK, yaitu :

a. : ti petunj an. prosedur pemakaian

atau jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.

Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur tentang

hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen, melainkan juga hak-hak dan
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kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian “pelaku usaha adalah

setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun

ekonomi”. Pelaku usa g { an.ini adalah perusahaan,

korporasi,

sebagai keseim an atas hak-hak yang dibe kepada konsumen, kepada

pelaku usaha diberikan hak sal 6 UUPK. Hak

gan kesepakatan

@D

. -
A1

atau jasa yang

: @ ) dari tindakan konsumen
yang tidak berik ‘
c. Hak wuntuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam

penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa

yang diperdagangkan;
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e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa
yang diperdagangkan.

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.
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4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
Beberapa asas perlindungan konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 2

UUPK sebagai berikut ®:

A\

HEE N5 G

<«

dapatkan haknya dan

Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum
perlindungan konsumen, pelaku usaha dan konsumen dapat berlaku adil
dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya.

c. Asas Keseimbangan

% Happy Susanto, Op.Cit., hal. 17
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Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materil atau spiritual.

Asas ini menghendaki agar kepentingan konsumen, produsen dan

konsumen dengan cara

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang/ jasa.

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi.

68



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggung jawab dalam berusaha.

f. ingkatka itas_barang/.j ‘ njamin kelangsungan
!““ .&e . manan, dan
onsumentTAS 15/ 4
SN 2y

s
jkan dasar perikatan
1338 ayat (1)
KUHPerdata ya it “Semua perjanjian-y h sah berlaku

sebagai unda

Perjanjian yang

dibuat ini, orang tersebut.

Perdata dengan sebutan

perjanjian merupakan suatu pe gan mana satu pihak atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengikatan sebagaimana
dimaksud pada definisi tersebut adalah hubungan hukum yang dilakukan dengan

kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, yang

% Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku Il Tentang Hukum Perikatan Dengan
Penjelasan, Alumni, Bandung, 2013, hal. 108.
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harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak itu
sendiri.”

Berdasarkan peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang
tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan.demikian perjanjian itu menerbitkan
suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian
itu berupa suatu rangkaian- perkataan: 'yang, mengandung janji-janji atau
kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Pengertian perjanjian adalah suatu
perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
orang lain atau lebih.

Defenisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebut adalah tidak
lengkap, dan terlalu luas. Tidak lengkap oleh karena yang dirumuskan itu hanya
mengenai perjanjian sepihak saja. Menurut R. Subekti Perjanjian adalah suatu
peristiwa dimana seseorang-herjanji kepada orang lain atau dimana orang lain
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal™.

Selanjutnya menurut KRMT Tirtadiningrat perjanjian adalah suatu
perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk
menimbulkan akibat-akibat“hukum yang.diperkenankan oleh undang-undang.
Didalam Pasal 1338 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan
bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang yang
berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya, bahwa pada prinsipnya
perjanjian yang telah disepakati merupakan hukum bagi yang membuatnya dan

kepada hukum itulah mereka tunduk dan mematuhinya. Setiap perjanjian yang

" Admiral, Jurnal Mahkamah Vol 2 No. 2, UIR Press, Pekanbaru, Oktober 2018, hal. 397
™ R. Subekti , Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2010, hal. 15
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dibuat dan disepakati terdapat diantaranya yaitu hak-hak dan kewajiban yang
harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, dengan dipenuhinya hak-hak dan
kewajiban tersebut maka terciptalah suatu keadilan bagi kedua belah pihak.”

Perikatan..adalahsuatu-perhubungan.hukum antara.dua orang atau dua
pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menunutut sesuatu hal dari
pihak yang lain, dan pihak yang-iain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
Maka hubungan hukun antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian
itu menerbitkan perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan
akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban,
dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan
beban. Perjanjian-perjanjian yang dibuat tersebut pada dasarnya bersifat bebas,
sehingga tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Perjanjian ini dapat dibuat
secara lisan maupun secara tertulis.”

Perjanjian yang dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini dapat dijadikan
alat bukti jika™ ternyata di kemudian hari terjadi. perselisihan. Perjanjian
menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak,
atau dengan kata lain perjanjian berisi perikatan-perikatan. Untuk mengatur
tentang perikatan ini maka diperlukan hukum. Hukum diperlukan untuk mengatur
tingkah laku manusia. Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian
tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau
preliminary negotiation,salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti

meinjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara

2 M Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2016, hal. 190
™ Ibid, hal. 191
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mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena
salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terjadap janji-janji

yang diberikan oleh rekan bisnisnya. Apabila seseorang berjanji melaksanakan

perjanjian

merupakan

c. Suatu hal tertentu ; dan
d. Suatu sebab yang halal.”®
Syarat pertama dan kedua mengenai subjeknya atau pihak-pihak yang

menentukan dalam perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat

™). Satrio, Hukum Perikatan - Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2005, hal. 26

™ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Sumur
Bandung, Jakarta, 2015, hal. 35

"® R. Subekti , Op.Cit, hal. 17
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objektif karena mengenai objek dari suatu perjanjian. Harus dibedakan antara
syarat subjektif dengan syarat objektif. Jika syarat objektif tidak terpenuhi maka

dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga dianggap dari

tidak bebas
Mengena 3 3 -L'; AN SEf ang disebutkan di

atas dapat dije

kedua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi
dengan apa yang dikehendaki pihak lain”. Persesuaian kehendak saja
belum cukup dinamakan dengan kesepakatan. Kesepakatan merupakan
suatu penawaran yang diakseptir (diterima) oleh lawan janjinya.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

" R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 21
" Ibid, hal. 22
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Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan tentang yang dikatakan belum

dewasa adalah jika belum genap berumur 21 tahun atau tidak telah

menikah. Kedewasaan yang ditentukan oleh undang-undang ini

Benda yang dimaksud sebagai objek perjanjian bukan harus sejak
semula telah ditentukan jenis dan jumlahnya, namun dapat juga berupa
barang-barang yang akan ada’®.

d. Suatu sebab yang halal

™ Ibid, hal. 23
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Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan sebab (kausa) yang
halal sama sekali tidak ada disebutkan oleh undang-undang. Namun

untuk mengartikan kausa ini disepakati oleh para sarjana bahwa:

F

HRAENAND

e
5

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dilakukan evaluasi teknis,
yaitu adanya jaringan dan beban trafo serta persediaan material bila
tidak mencukupi akan dilakukan penangguhan untuk sementara waktu

dan bila mencukupi akan dibuatkan Surat Persetujuan, kemudian

dilakukan pembayaran Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan
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Langganan yang kemudian dilakukan Penandatanganan Surat

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.*

Setelah instalasi terpasang, maka pelanggan sudah bisa menerima haknya

tentang
(Persero).

Dasar List

sosial besar pada

b. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Rumah Tangga, terdiri atas

1. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan
rendah,dengan daya 450 VA s.d. 2.200 VA(R-1/TR);

2. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada

teganganrendah, dengan daya 3.500 VA s.d. 5.500 VA(R-2/TR);

% |bid, hal. 24
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3. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar padateganganrendah,
dengan daya 6.600 VA ke atas(R-3/TR).

c. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Bisnis, terdiri atas:

daya 30.000 kVA ke atas(I-4/T

b. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan
Jalan Umum, terdiri atas:

1. Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah kedl dan sedang

padategangan rendah, dengan daya 450 VA s.d. 200 kVA(P-1/TR);
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2. Golongan tarif wuntuk keperluan kantor pemerintanh besar pada
teganganmenengah, dengan daya di atas 200 kVA(P-2/TM);

3. Golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum pada

C.
d. pada tegangan
peruntukkan bagi

pada tegangan

rendah,tegan , diperuntukkan
hanya bagi pe an kualitas khusus
dan yang karen ketentuan golongan tarif

Tumbuhnya perjanjian baku disebabkan karena keadaan sosial ekonomi.
Perusahaan besar, dan perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam
suatuorganisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara
sepihak.Pihak lawannya (wederpartij) pada umumnya mempunyai kedudukan

lemah baikkarena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, dan hanya

menerima apa yang disodorkan.
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Pemakaian perjanjian baku tersebut sedikit banyaknya telah menunjukkan
perkembangan yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat, terlebih
dengan mengingat bahwa awamnya masyarakat terhadap aspek hukum secara
umum, dan khususnya pada aspek hukum.perjanjian. Secara sepintas, terkesan
bahwa perjanjian baku bertentangan atau tidak sejalan dengan asas-asas umum
perjanjian seperti asas sepakat dan konsensual; mengingat terms and conditionnya
telah ditetapkan (pre determined) secara sepihak.

Namun demikian, bahwa dengan diterimanya Syarat Syarat tersebut oleh
pihaklainnya dapat diartikan bahwa secara sukarela yang bersangkutan telah
mengikatkandiri untuk menerima persyaratan persyaratan dimaksud. Mengingat
penundukan sukarela yang demikian, maka penting dijaga bahwa terms and
condition tersebut memenuhi unsur-unsur keadilan, kepatutan, keseimbangan dan
perlindungan bagi pihak yang. secara objektif faktual berada dalam posisi yang
tidak seimbang. Kondisi objektif faktual tersebut antara lain dapat berupa tidak
adanya alternatif untuk mendapatkan pilihan-pilihan yang terbuka, atau tidak
adanya waktu yang cukup bagi satu pihak untuk<merundingkan terms and
conditions atau posisi tawar yang. relatif.lebih lemah baik karena kedudukan
monopolistis atau karena sifat barang dan/atau jasa yang menjadi objek
perjanjiannya®’.

Kontrak baku adalah kebutuhan nyata dalam sebuah bisnis. Kebutuhan
tersebut timbul mengingat sifat-sifat dari transaksi seperti berulang-ulang dan

relatif homogen, berlaku umum dan massal serta telah merupakan kebiasaan

8 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Husada, Jakarta,
2007, hal. 17
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dalam dunia perdagangan. Namun demikian, Undang-undang membatasi

kebebasan dari satu pihak untuk mendiktekan ketentuan dan syarat-syaratnya

untuk tidak bertentangan dengan asas-asas umum pada perikatan®. Undang-

penting  untuk
perlindungan
gjawab dalam
dang Nomor 8

Tahun 1999, An-pembate ak ba iperlukan untuk

untukdiperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula
baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

kembalibarang yang dibeli konsumen;

8 | Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 6
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o

Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

kembaliuang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli

oleh konsumen

I manfaat jasa

menjadi obyek jual

an yang berupa

untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak

ataubentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau

yang pengungkapannya sulit dimengerti.
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(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada
dokumenatau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

bolen mempe : aNg ~ an oleh undang-
undang ini da ereka Jjan bahwa penjual

tidak wajib

gan penerima titipan;

Jika peniti Q di te 1k kepe
a penitipan q ““W

4. jika diperjanjikan deng Wa penerima titipan bertanggung
jawabatau semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu. Dari
pemaparantersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya

perjanjian penitipanbarang adalah hal hal yang lumrah dan telah mendapat

pengaturan dasar dalam KUHPerdata.
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Pengaturan lanjut seperti dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan
Daerahmengenai hal ikhwal perparkiran pada umumnya atau parkir pada
khususnya harusmemperhatikan ketentuan hukum-hukum dasar dan hukum
lainnya yang secarakhusus mengatur mengenai perlindungan konsumen. Dalam
perkembangannya, model kontrak yang tercipta di antara para pihak demikian
beragam, salah satu model kontrak yang berkembang seiring dengan kebutuhan
pelaku bisnis modern. Seiring dengan kebutuhan pelaku bisnis modern adalah
model kontrak standar/kontrak baku. Dalam pembahasan sering digunakan contoh
pada kontrak standar atau dalam hukum konsumen disebut dengan klausula baku,
sebab perjanjian standar ini yang paling sering merugikan konsumen dengan tidak
menempatkan konsumen pada posisi yang seimbang dengan pelaku usaha. Dalam
kontrak bisnis yang pada umumnya berbentuk standar, senantiasa dikesankan
sebagai kontrak yang berat, sebelah dan tidak seimbang. Banyak fakta yang
menunjukkan dalam berbagai kontrak yang berat sebelah dan tak seimbang,
karena didominasi dengan “optie” yang menguntungkan salah satu pihak.®

Dari kacamata hukum pun ternyata model kontrak standar masih sering
diperdebatkan (bahkan menjadi.polemik)..bagi pihak yang mendukungnya.
Keberadaan kontrak standar dipandang sebagai bagian dari dinamika
perkembangan masyarakat modern. pada sisi lain, pihak yang mempermasalahkan
keberadaankontrak standar ini dilatarbelakangi oleh fenomena masih banyaknya
kontrak standar yang berat sebelah, pincang dan tak seimbang®*.

Pihak PLN sendiri juga memberlakukan kontrak standar dalam melakukan

% | Ketut Oka Setiawan, Op.Cit., hal. 6
 Ahmadi Miru, Op.Cit, hal. 129
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perjanjian jual beli tenaga listrik. Mendapatkan tenaga listrik di rumah, tentu saja
harus mengikuti tahapan-tahapan yang dilalui. Pertama, calon pelanggan dapat

mengajukan permohonan ke kantor PLN terdekat dan isilah formulir pendaftaran

proses penga : ami, dalam

melayani pasan - n pendaftar. Juga jangan
mengira, jika < ke ( ¢ nobaru dapat lebih

cepat™.

terhadap | an maup 3 ‘ a mencari tahu

belum memenuhi,maka akan ditangguhkan dan calon pelanggan dimasukkan ke
dalam daftar tunggu.

Jika permohonan calon pelanggan sudah disetujui, maka calon pelanggan
harus menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL),

membayar biaya pemasangan, Uang Jaminan Langganan (UJL) serta biaya

8 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2002, hal. 70
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Konsuil, dan memilih Biro Teknik Listrik (BTL). BTL yang dipilih akan
memasang instalasi rumah, membuat gambar instalasi rumah, dan membuat surat
jaminan instalasi rumahuntuk diserahkan ke PLN.

Perikatan.«yang timbul. dari perjanjian merupakan keadaan yang
dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan karena mereka terikat satu sama
lain atas dasar kehendak mereka; sehinigga kensumen dan PLN terikat oleh hak-
hak dan kewajiban- kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian jual
beli tenaga listrik adalah berbentuk perjanjian baku/kontrak baku. Karakter
kontrak baku menempatkan konsumen pada posisi menerima atau menolak
kontrak (take it or leave it) karena konsumen tidak dapat menentukan isi, bentuk,
dan prosedur pembuatan perjanjian.

Secara faktual yang tampak justru bukan nuansa kontrakwin-win solution
yang merugikan salah satu hahkan para pihak, tapijustru kontrakwin-lose solution
yang merugikan salah satu bahkan para pihak. Tentunya bagi kepentingan dunia
bisnis dan pelaku bisnis situasi ini jelas tidak mendukung terciptanya iklim usaha
yang tidak kondusif. Kondisi seperti ini telah cukup dicermati oleh pembuat
hukum di negeri ini. Undan-undang “Perlindungan Konsumen (UUPK) sendiri
telah memberikan perlindungan kepada konsumen mengenai hal ini dengan

dibuatnya hak-hak bagi konsumen dan larangan-larangan bagi pelaku usaha.

C. Tinjauan Umum Tentang PLN Kota Pekanbaru.

1. Sejarah PLN
Perusahaan Listrik Negara (disingkat PLN) adalah sebuah BUMN yang

mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Direktur Utamanya
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adalah Sofyan Basir, yang dilantik pada 23 Desember 2014 yang menggantikan

Nur Pamudji yang menjabat sebelumnya.

Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika

1945, lalu
Oktober 19/ entL i siden Soekarno.

Waktu itu 3 pembangkit tenaga lis sar 157,5 MW.
o

negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga
listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat itu
kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW.

c. Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik

Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN).

86



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

d. Tahun 1990 melalui peraturan pemerintah No 17, PLN ditetapkan sebagai
pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

e. Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepadasektor swasta

amanah be elayanan ke : : ubahan kearah
perbaikan :
perubahan Organisasi [ : adz <eputusan Presiden
N0.139 Tah ¢ strukturisasi dan

Rehabilitasi P g , gara lah menerbitkan

2. Logo PLN

1) Bentuk Lambang
Bentuk, warna dan makna lambang Perusahaan resmi yang digunakan
adalah sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan
Umum Listrik Negara Nomor : 031/DIR/76 Tanggal : 1 Juni 1976, mengenai
Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara. Tahun 1972, PLN

ditetapkan sebagai Perusahaan Umum melalui Peraturan Pemerintah No. 18

87



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

pemerintah juga memberikan tugas-tugas pemerintah dibidang kelistrikan kepada
PLN untuk mengatur, membina, mengawasi, dan melaksanakan perencanaan

umum dibidang Kkelistrikan nasional disamping tugas-tugas perusahaan.

Peraturan Pen 3Sia 17 erusahaan Umum
(PERUM) m pengolahan
Perusahaan kuasa usaha
ketenagalis

PLN diubah

=
>
'_\
[{e}
[{e}
=~
wn
—+
2
c
w

L
S

pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan
pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat
yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

c) Petir atau Kilat

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai

produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun
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mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN (Persero) dalam
memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah

melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia

usaha utama-y ) : a3 N~ penyaluran dan
distribusi ) sejalan de 0 PLN (Persero)
guna mem an layana ik bagi pelange a na biru untuk
menampilka : an (sesuatu yang etap, ‘ strik yang tetap

diperlukan

keandalan y : berikan layanan
terbaik bagi p o
v

\ .@ ‘ mum melalui Peraturan

Pemerintah No. 18 pemerints a memt gas-tugas pemerintah dibidang

kelistrikan kepada PLN untuk mengatur, membina, mengawasi, dan
melaksanakan perencanaan umum dibidang kelistrikan nasional disamping tugas-
tugasperusahaan. Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah bahwa
PLN merupakan salah satu pemegang kekuasan usaha kelistrikan, berhubungan
dengan itu maka agar di dalam pelaksanaan operasional sebagai pemegang kuasa

ketenagalistrikan sesuai dengan makna di atas, Pemerintah Republik Indonesia
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menetapkan Peraturan Pemerintah Indonesia No. 17 Tahun 1990 tentang
Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara. Peraturan ini merupakan dasar
hukum pengolahan Perusahaan Umum Listrik Negara sebagai pemegang tenaga

kuasa usaha kete

e
N
oo

i’i\"' '

an PT. PLN
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia dan-Pemakai Tenaga Listrik
Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang-Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur yang merata_materil” dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini tenaga
listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan
tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu usaha penyediaan tenaga listrik
yang dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan
dengan perkembangan pembangunan agar.tersedia tenaga listrik dalam jumlah
yang cukup, merata, dan bermutu.

Sebagaimana yang diketahui ‘bersama, -bahwa energi listrik merupakan
kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Sementara penyediaan
energi listrik di Indonesia belum mampu memberikan pelayanan yang seimbang
dengan kebutuhan masyarakat akan energi listrik tersebut. Kondisi masyarakat
Indonesia masih memerlukan banyak informasi dan edukasi mengenai konsumen
cerdas khususnya dalam hal perlindungan konsumen atas hak-hak konsumen
listrik. Terkait masalah perlindungan konsumen listrik Indonesia, Perlindungan
hukum konsumen menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
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Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Manajer Unit Pelaksana

responden ) te gaimanakah pelayana berikan oleh PLN
Pekanbaru kepad yarakat seb; engguna u dapat dilihat

jawabannya

Jawaban re PLN Pekanbaru
No.
1. Baik
2. | Tidak baik 8%
Jumlah 100 %

Sumber : Data olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2021
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 92 orang responden

menjawab pelayanan yang diberikan oleh PLN Pekanbaru kepada masyarakat

8 Hasil wawancara penulis dengan Bp. Yuliandra Syahrial Nurdin, selaku Manajer Unit Pelaksana
Pelayanan Pelanggan (MUP3) PLN UP3 Pekanbaru pada tanggal 14 September 2021
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sebagai pengguna listrik sangat baik, sementara 8 orang responden menjawab

tidak baik.

Penyelesaian seperti ini dirasakan lebih mempertimbangkan kemaslahatan

apabila up

pihak yang

pihak yang bersengketa dianggap gagal atau tidak berhasil. Menurut Pasal 46

Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang gugatan ke pengadilan dan
class action, gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.

b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan.
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c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi
syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran

dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya

Pelayanan Pela - ekar selama ini sudah

memberika : men sebagaipenc rik, dari hasil

responden (konsumen) tentang a Ibu pernah mengalami pelayanan
yang tidak memuaskan dari pihak PLN. Untuk itu dapat dilihat jawabannya pada

tabel di bawah ini :

8 Hasil wawancara penulis dengan Bp. Yuliandra Syahrial Nurdin, selaku Manajer Unit Pelaksana
Pelayanan Pelanggan (MUP3) PLN UP3 Pekanbaru pada tanggal 14 September 2021
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Tabel I11. 2
Jawaban responden tentang pernah mengalami pelayanan
yang tidak memuaskan dari pihak PLN
No. Jawaban Responden Jumlah Persentase

(%)

berhubungan dengan perlindungan konsumen, yaitu berbagai peraturan sektoral
yang biasanya berbentuk keputusan menteri, belum mampu dimanfaatkan secara
langsung untuk melindungi kepentingan. Bahkan pengertian “konsumen” itu

sendiri hampir tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
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Kedudukan konsumen Indonesia dalam sistem perekonomian nasional masih
berada pada keadaan memprihatinkan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Jo Undang-Undang No.

tercantum jelas tentang
perlindungan konsumen terutama Pasal 33 mengamanatkan bahwa pemegang izin
usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya
kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Selain itu,
konsumen tenaga listrik mempunyai hak mendapat pelayanan yang baik,

mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang
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baik, memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar, mendapat pelayanan
perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik dan mendapat ganti rugi apabila

terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan atau kelalaian pengoperasian

maka di

ketenagalis

konsumen

Listrik, mengatur tentang Jenis dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(TUPL), tata cara permohonan IUPL, serta kewajiban dan tanggung jawab
pemegang IUPL.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Usaha Penunjang
Tenaga Listrik, mengatur tentang usaha penunjang tenaga listrik, izin

usaha penunjang tenaga listrik, syarat-syarat penyediaan dan pengusahaan,
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instalasi dan standarisasi ketenagalistrikan, serta hubungan pemegang
kuasa usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin usaha ketenagalistrikan
dengan masyarakat.

3. Keputusan‘Presiden Republik Indonesia:Nomor 83 Tahun 2001 tanggal 30
Juni 2001 yang diganti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 104 Tahun 2003 tentang harga jual tenaga listrik yang disediakan
oleh'PT. PLN (Persero). Di dalam Keputusan Presiden ini ditentukan
tarif/narga jual tenaga listrik yang mempertimbangkan keadilan,
kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi dan efisiensi
pengusahaan, skala pengusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1995 tentang
Usaha Penunjang Tenaga Listrik Presiden Republik Indonesia. Di dalam
Peraturan Pemerintah, Nomor 25 Tahun 1995 ini perlindungan konsumen
diatur dalam Bab Ill tentang kewajiban dan tanggung jawab pemegang
izin usaha penunjang tenaga listrik terutama Pasal 9 dan Pasal 10.

5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor 1836/K/36/MEM/2002" tentang ketentuan pelaksanaan harga jual
tenaga listrik tahun 2003 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan

(Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang
konsumen bila dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat
pihak yang menimbulkan kerugian itu. Pihak tersebut di sini bisa berarti

produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun
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pihak yang memasarkan produk, bergantung dari siapa yang melakukan atau tidak
melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kualifikasi
gugatan yang lazim digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah
wanprestasi (default) atau perbuatan melawan-hukum (tort):%®

Menurut teori keadilan bahwa masalah keadilan merupakan persoalan
yang rumit yang dapat dijumpaicdisetiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas
utama yakni mencapai Suatu kepastian hukum dan mencapal keadilan bagi semua
masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu
konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh
Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan
yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar
manusia dalam masyarakat. Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar
keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-
aturan normatif yang rigidyang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan.
Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan
yang ukurannya bukan. kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan
formal, tetapi keadilan kualitatifyang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-
nilai kemanusiaan dan mampu mermberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi
masyarakat®.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat

bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti

8 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasarllmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2012, hal. 58.
8 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk.
Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal. 24
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sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa
keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk
begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian
hakiki suatu tata_hokum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada
prinsip--prinsip umum tertentu. Prinsip—prinsip tersebut adalah yang menyangkut
kepentingan suatu bangsa dan,negara, yaitu:merupakan keyakinan yang hidup
dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan
hukum adalah-mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.*’
Apabila. ada hubungan kontraktual anatara konsumen dengan
pengusaha/perusahaan, maka kualifikasi gugatannya adalah wanprestasi. Kerugian
yang dialami _konsumen, tidak lain karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh
pengusaha. Jadi, Jika tidak ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan
pengusaha, maka tidak ada_tanggung jawaby (hukum)pengusaha kepada
konsumen. Dalam ilmu hukum, inilah yang disebut sebagai doktrin privity of
contract. Di dalam doktrin ini terkandung prinsip.“tidak ada hubungan
kontraktual, tidak ada hubungan tanggung jawab’.(no privity - no liability
principle). Ketika banyaknya 'masalah wang timbul di bidang kelistrikan,
masyarakat menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Dari berbagai masalah yang
ada, sebenarnya inti pokok persoalannya pada hak dan kewajiban kedua belah
pihak, dalam hal ini, PLN selaku produsen jasa kelistrikan dan warga selaku
konsumen. Reaksi konsumen untuk menuntut ganti rugi, misalnya, merupakan

cerminan adanya kesadaran bahwa sebagai konsumen, mereka mempunyai hak,

% M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua,
Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85
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sebaliknya, sikap tegas PLN akan memberi ganti rugi kepada konsumen yang hak-

haknya belum mampu dipenuhi oleh pihak PLN.

Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Hukum mengatur

iap-tiap orang
terhadap g diatur oleh

hukum sede hubungan hukum

(personen). Ada juga vya
mungkin juga terdapat antara orang (persoon) dan benda (zaak).”
Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu

yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasian oleh hukum, maka hubungan

tersebut menjadi hubungan hukum. Agar terjadi hubungan hukum diperlukan

° \/an Apeldoorn, Pengantar llmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hal. 41.
92 |hi

Ibid, hal. 42
% Ibid, hal. 44
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pihak-pihak yang melakukan hubungan itu yang disebut sebagai subjek hukum,
sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek
hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subjek hukum, hubungan hukum dan objek
hukum dinamakan kategori-kategori hukum-atau pengertian-pengertian yang
bersifat dasar dari hukum. Disebut sebagai demikian, oleh karena tidak mungkin
ada suatu tatanan hukum tanpa subjek hukim dan seterusnya.*

Dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan hukum
adalah “hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu
timbulnya hak dan kewajiban. Hak merupakan kenikmatan, sedangkan kewajiban
merupakan beban”®. Salah satu syarat adanya suatu_hubungan hukum adalah
adanya suatu peristiwva hukum misalnya Jual beli. Pasal 1457 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk-menyerahkan suatu
kebendaaan, dan pthak yang lain untuk membayar harga yang tclah dijanjikan”.
Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu
bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau-perikatan untuk memberikan
sesuatu, yang dalam hal int‘terwujud ‘dalam.bentuk penyerahan kebendaan yang
dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.®®

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam jual beli senantiasa
terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan.

Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak

% Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal.40.

% Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
2012, hal. 4.

% Gunawan Widjaja, dan Kartini Muljadi, Jual Beli, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 7
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bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu
pihak, dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya, sedangkan dari sisi
perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban
dalam bentuk penyerahan kebendaan yang.dijual oleh penjual, dan penyerahan
uang oleh pembeli kepada penjual.”” \Walaupun demikian, meskipun bersisi dua,
Kitab Undang-Undang Hukum:Perdata 'melinat jual beli hanya dari sisi
perikatannya semata-mata, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta
kekayaan dari masing-masing pihak secara bertimbal balik satu terhadap yang
lainnya.”

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar termasuk dalam kontrak
nominaat, yakni ketentuan hukum yang mengkaji berbagai konrak atau perjanjian
yang dikenal di dalam KUH Perdata. Hukum kontrak nominaat merupakan hukum
yang bersifat umum. Artinya, bahwa kontrak-kontrak nominaat mengacu pada
peraturan yang bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam KUH Perdata.
Apabila dalam undang-undang khusus tidak diatur, maka selanjutnya mengacu
pada peraturan yang bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam Buku 111
KUH Perdata. KUH Perdata merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum,
sedangkan hukum kontrak innominaat merupakan ketentuan hukum yang bersifat
khusus. Maka berlaku asas Lex Specialis Derogaat Lex Generali artinya undang-
undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
Apabila dalam undang-undang khusus tidak diatur secara rinci maka dapat

digunakan undang-undang yang bersifat umum.

" Ibid, hal. 8.
% Ibid, hal. 9
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Berdasarkan wawancara penulis Manajer Unit Pelaksana Pelayanan
Pelanggan (UP3) PLN UP3 Pekanbaru bahwa hubungan hukum antara Pelanggan
dengan PT. PLN salah satunya terjadi karena adanya suatu peristiwa hukum yakni
jual beli tenaga listrik prabayar.. Jual Beli.Tenaga Listrik.Prabayar dituangkan
dalam suatu bentuk perjanjian yang digunakan sebagai dasar hukum/peraturan
yang mengatur tentang jual_heli itersebut; 'Perjanjian tersebut merupakan suatu
perjanjian di bawah tangan yakni perjanjian yang disepakati dan ditandatangani
olen kedua .belah pihak yakni antara PT..PLN dengan- Pelanggan dan
pembuatannya tidak melibatkan pejabat yang berwenang.*

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dituangkan dalam bentuk
formulir, dan sebelum ditandatanganinya perjanjian tersebut, Pelanggan terlebih
dahulu mengajukan permohonan dan mengisi form permohonan yang telah
disediakan oleh pihak PTs PLN. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
Prabayar (SPJBTL) adalah perjanjian baku sepihak yaitu perjanjian yang isinya
ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu.**

Menurut Ibu Rina Gustriana bahwa SPJBTL adalah suatu perjanjian yang
disepakati kedua belah pihak yakni PT. PLN dan Pelanggan yang di dalamnya
memuat dan membatasi hak dan kewajiban dari para pihak dengan tujuan agar
Perjanjian tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk

menghindari terjadi tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak maupun

% Hasil wawancara penulis dengan Bp. Yuliandra Syahrial Nurdin, selaku Manajer Unit Pelaksana
Pelayanan Pelanggan (MUP3) PLN UP3 Pekanbaru pada tanggal 14 September 2021

199 Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, suatu kebutuhan yang didambakan, Alumni, Bandung,
2014. hal. 20
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kedua belah pihak yang menyepakati perjanjian tersebut.'®* Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 30 Tentang Ketenagalistrikan, khususnya dalam Pasal 28,

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, dalam hal ini PT. PLN (Persero),

n keandalan

konsumen dan

Ketenagalistrikar a : ersebut 1 adi hak konsumen
adalah:
a.

b. 2nag: menerus dengan mutu dan

Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik;
e. Mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan
kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha

penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual

101 Hasil wawancara dengan Ibu Rina Gustriana, selaku PAE Supervisor Pelayanan Pelanggan, di
UP3 Pekanbaru, pada Rabu 7 September 2021
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beli tenaga listrik.
Masih pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang

Ketenagalistrikan terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh konsumen

gkin timbul

b. Penyaluran tenaga listrik oleh Pihak Pertama (PT. PLN) dilaksanakan
secara terus menerus tanpa terputus-putus, kecuali dalam hal sebagai
berikut:

1) Terjadi force majeure meliputi kerusuhan, huru hara perang,

pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan

gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat
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terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya

penyaluran tenaga listrik, akibat adanya Peraturan Pemerintah (dalam

hal ini Pihak Pertama tidak memberikan ganti rugi);

Hak PLN:

a. Piha ' < : yang bibayar oleh Pihak

maka Pihak Kedua dikenaka sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Pihak pertama setiap saat berhak dan diijinkan oleh Pihak Kedua memasuki
persil Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan
dan atau pemasangan jaringan.

Kewajiban Pelanggan:

a. Pihak Kedua (Pelanggan) wajib memberitahukan kepada PT. PLN (Pihak
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Pertama) tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau
bangunan dari Pihak Kedua kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti

Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pengalihan

pada

tidak terukur

normal bukan

dan kewajiban dari konsume onsumen tidak memukan adanya
ketentuan yang jelas mengenai haknya yang mungkin saja akan dituntut
dikemudian hari apabila Pelanggan merasa haknya dilanggar atau Pelanggan
mengalami kerugian yang diakibatkan bukan karena kesalahannya.

Salah satu ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Prabayar yakni ketentuan Angka 10 menyatakan bahwa: “Pihak Kedua wajib

membayar tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya
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pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga listrik dan atau
pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran
bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan Pihak Kedua”.

Ketentuan _di atas merupakan suatu.ketentuan yang. akan memberatkan
Pelanggan dimana Pelanggan diwajibkan membayar tagihan susulan yang bukan
diakibatkan karena kesalahannyadan:-hak ini tentu akan merugikan konsumen.
Kerugian yang mungkin akan dialami konsumen terkait kewajiban pembayaran
tagihan susulan di atas harusnya sudah dipertimbangkan oleh pihak PT. PLN
selaku pihak yang menyusun semua ketentuan yang dicantumkan di dalam Surat
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar tersebut.

Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dari
masing-masing - pihak. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai
ketenagalistrikan terdapat hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) dengan
konsumen yang memunculkan hak dan kewajiban yang penjabarannya
dicantumkan secara jelas dalam undang-undang yang dimaksud, dimana hak dan
kewajiban tersebut merupakan wujud dari perlindungan konsumen itu sendiri.
Melihat pada peraturan perundang-undangan dan profil perusahaan PT. PLN
sebagai Pemegang Usaha Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selalu berusaha
untuk memenuhi kebutuhan listrik calon pelanggan mulai dari kelas rumah
tangga, usaha atau bisnis, industri dan umum. Peningkatan kualitas layanan yang
dimaksud, yang juga merupakan perlindungan terhadap konsumen, antara lain:

a. Peningkatan mutu produk berupa keandalan pasokan listrik, tegangan

dan frekuensi listrik sesuai dengan standar yang ditetapkan termasuk
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kecukupan pasokan listrik;
b. Peningkatan akurasi pencatatan meter pemakaian listrik;
c. Pengingkatan mutu layanan seluruh jajaran karyawan PT. PLN (Persero)
d. Memperlakukan pelanggan sebagai mitra bisnis.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan berusaha
menyeimbangkan hak dan kewajtban dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga
listrik dalam hal ini adalah PT. PLN dan Konsumen. Bahkan dalam Pasal 28
Undang-Undang tersebut memberikan peluang kepada konsumen untuk
mengajukan gugatan ganti rugi yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian
PT.PLN selaku pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Namun-jika dikaitkan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
Prabayar, di dalam perjanjian tersebut tidak dijumpai adanya ketentuan secara
jelas dalam hal apa konsumen dapat menuntut kerugian, makaapabila dikemudian
hari terjadi kerugian terhadap konsumen misalnya kerugian secara ekonomi akibat
pembebanan tagihan susulan yang bukan diakibatkan kesalahan Pelanggan, maka
sulit bagi konsumen untuk menuntut haknya. Dasar hukum mengenai penuntutan
ganti rugi sebenarnya juga diatur.dalam KUHPerdata Pasal 1365.

Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau
melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan
tidak dapat dilakukan oleh pihat lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa olehnya.’® Sedangkan kewajiban adalah beban untuk

memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak

192 Notonegoro, Pengertian Hak dan Kewajiban, Padang: PT Sumbartoday, 2010, hal. 30
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tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut
secara paksa oleh yang berkepentingan. Dalam pancasila, hukum perlindungan

konsumen memperoleh landasan idiil (filosofis) hukumnya pada sila kelima yaitu

pengertian
subyektif oleh tatanan

hukum. Oleh k itu he § a pemilik hak

perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok,
yaitu:

1. Adanya perbuatan;

2. Adanya unsur kesalahan;

3. Adanya kerugian yang diderita;

1% Hans Kelsen, Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif), Nusamedia, Bandung,
2006, hal. 152
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4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.®*

Yang dimaksud dengan kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan
hukum. Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang,
tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Disamping itu, PT. PLN
juga memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen, maka
berdasarkan hal tersebut,sudah sepatutnyalah pihak/PT. PLN dengan itikad baik
menyesuaikan hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut.dengan Undang-
Undang Ketengalistrikan sebagai payung hukum dari Surat Perjanjian Jual Beli
Tenaga Listrik Prabayar tersebut.

Melalui Pasal 46 Undang-Undang No. 30 Tentang Ketenagalistrikan,
Pemerintah atau pemerintah daerah juga diberi kewenangan dalam hal pembinaan
dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik yang juga bertujuan
untuk melindungi konsumentyakniy dalamhal- pemenuhan_kecukupan pasokan
tenaga listrik, pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik
dan penerapan tarif tenaga listrik. Adanya ketentuan mengenai hal tersebut,
memberikan tugas kepada pemerintah untuk'.turut mengawasi pelaksanaan
kewajiban PT. PLN yang juga tertuang dalam Undang-Undang Tentang
Ketenagalistrikan tersebut dan melindungi konsumen terhadap penerapan tarif
tenaga listrik yang tinggi dan tidak sesuai.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga
memberikan perlindungan hukum kepada Pelanggan selaku konsumen.

UndangUndang ini juga mengatur mengenai pencantuman klausula baku sebagai

194 Sjdharta, Op.Cit, hal. 73.
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bentuk perlindungan terhadap konsumen agar hak dak kedudukan konsumen tidak
disalahgunakan. Ketentuan pengaturan pencantuman klausula baku ini hadir agar

di dalam perjanjian baku tersebut antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian

menyatakan wa angan mencantumk 2 sada setiap dokumen
dan/atau perja apabi ke § a  berhak menolak

penyerahan K

strikan juga bertentangan
dengan UndangUndang ] pnsumen. Pelanggan yang tidak
melakukan pelanggaran juga dapat dikenakan tagihan susulan akibat peralatan
pengukur bekerja tidak normal.

Hal ini tentu akan dituntut oleh konsumen dikemudian hari, maka PT.
PLN selaku pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas kerusakan barang yang

diperdangangkan. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini
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bertujuan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnnya

perlindungan konsumen sehingga timbulnya sikap jujur dan bertanggung jawab

dalam berusaha. Selain mengatur tentang pengaturan pencantuman klasula baku,

tahun belakangan ini. Untuk itu dapat dilihat jawabannya pada tabel di bawah ini :

1% Hasil wawancara penulis dengan Bp. Yuliandra Syahrial Nurdin, selaku Manajer Unit
Pelaksana Pelayanan Pelanggan (MUP3) PLN UP3 Pekanbaru pada tanggal 14 September 2021

114



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Tabel 111. 3

Jawaban responden tentang pihak PLN pernah terjadi padam listrik dalam
setahun belakangan ini

No. Jawaban Responden Jumlah Persentase

(%)

sebaliknya bagi PLN. Terhentinya penyediaan tenaga listrik dalam batas-batas
tertentu ternyata dilindungi undang-undang melalui standar mutu dan keandalan.
Artinya harus ada penetapan standar jumlah dan lama terhentinya penyediaan

tenaga listrik karena gangguan. Bila PLN melanggar standar itu, terbuka peluang

kecil untuk mengajukan gugatan ganti rugi.
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Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN UP3 Pekanbaru

juga menghimbau kepada masyarakat, untuk menyadari pemadaman yang terjadi,

dan apabila masyarakat dirugikan, kami siap mendengarkan dan

persoalan
konsumen.

Da : j ‘- Z 3 ing mengenai
penyelesai

1. Ba

- o )
.?13" s

atau sejajar dengan pilihan sengketa melaui badan peradilan.
Oleh karena untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan
sebelum melalui BPSK, maka dapat ditempuh melalui: konsumen langsung

mengadu dn menggugat pelaku usaha dalam hal ini PT. PLN (Persero), bentuk

106 Hasil wawancara penulis dengan Bp. Yuliandra Syahrial Nurdin, selaku Manajer Unit
Pelaksana Pelayanan Pelanggan (MUP3) PLN Pekanbaru pada tanggal 14 September 2021
17 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, hal. 242.
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penyelesaian dan besarnya ganti rugi diserahkan pada kesepakatan para pihak
dengan syarat bahwa untuk tercapainya penyelesaian sengketa, kedua belah pihak
harus mempunyai kemampuan dan iktikad baik.

Pengaduan® gugatan dan__ganti _rugi® di ajukan. melalui Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sesuai dengan tujuan
didirikannya untuk menyelenggarakan: perlindungan konsumen, sebagai contoh
adalah YLKI. Pengaduan dan gugatan ganti rugi diajukan melalui Direktorat
Perindungan Konsumen dan akan memberikan bantuan penyelesaian sengketa
dengan bertindak sebagai katalisator maupun mediator.**®Apabila tidak tercapai
kesepakatan maka penyelesaian diserahkan kepada para pthak untuk diteruskan
melalui BPSK atau Pengadilan Negeri. Komoditas listrik menyangkut hajat hidup
orang banyak sehingga dimensi keadilan akan mudah dirasakan bila terlampau
sering dikorbankan. Dengansmeminjam Roescoe \Pound, dimensi keadilan dapat
dilaksanakan dengan maupun tanpa hukum. Terlampau terpaku pada regulasi bisa
jadi lebih banyak mengorbankan keadilan. Sebaliknya tanpa regulasi pun, itu
berarti anarkhis. Yang penting, bagaimana mengharmonisasikan gerak antara
diskresi yang luas dengan regulasi yang tegas dan terperinci. Hal ini sepenuhnya
pilihan mana yang akan dilakukan PLN maupun konsumen/pelanggan.

Ketentuan Pasal 30 UUPK tersebut mengatur tentang pengawasan
terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan
peraturan perundang-undangannya. Apabila diperhatikan substansi Pasal 30

tersebut, juga tampak bahwa pengawasan lebih banyak menitikberatkan pada

198 Agus Brotosusilo, Instrumen/Aspek-aspek Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Sistem
Hukum di Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 2017, hal. 17
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peran masyarakat dan LPKSM, dibanding dengan peran Pemerintah yang
pelaksanaanya dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait. Ayat 4 dari
pasal tersebut menyatakan bahwa: “Apabila pengawasan oleh masyarakat dan
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya-Masyarakat ternyata mendapatkan
hal-hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ini berarti untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu barang dan/atau jasa
yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang beredar
dipasar, pemerintah sepenuhnya menyerahkan dan menanti laporan masyarakat
dan/atau LPKSM, untuk kemudian diambil tindakan.**® Penjelasan Pasal 30 Ayat
(3) UUPK yang menentukan aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi
tengang resiko penggunaan._ barang jika _diharuskan, ~pemasangan label,
pengiklanan, dan lain-lain yang diisyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek usaha.

Melalui Pasal 44 UUPK juga menegaskan bahwa Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat berperan aktif dalam
mewujudkan perlindungan konsumen. Tugas LPKSM sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 44 Ayat (3) huruf (d) Undang-Undang Perlindungan Konsumen
yaitu, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima
keluhan atau pengaduan konsumen, hal ini memberikan kesempatan kepada

konsumen listrik untuk dapat menyampaikan keluhannya atas ketidakseimbangan

199 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hal. 185.
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hak dan kewajiban para pihak dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
Prabayar ataupun keluhan lain selaku pengguna listrik kepada LPKSM.*
Menurut Teori Perlindungan hukum, sebagaimana yang diungkapkan oleh
Phillipus M. Hadjon, dimana menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat
merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan . represif''’.
Perlindungan . hukum yang_. preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya
sengketa, ' sedangkan perlindungan reprentif bertujuan untuk™ menyelesaikan
terjadinya sengketa, termasuk pada penanganan di lembaga peradilan. Dapat
dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan
tindakan yang dapat merugikan. Terkait dengan penulisan skripsi ini, teori
perlindungan hukum digunakan untuk melindungi konsumen. pengguna jasa PT.
PLN (Persero) terkait dengan pemadaman listrik secara sepihak, agar hak-hak dari
konsumen dapat terpenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan kedua belah pihak.
Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan
bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu
atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum™2..Dalam pertanggungjawaban
dikenal dua istilah, yakni ltability yang merupakan istilah hukum yang luas dan
menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggungjawab yang meliputi hak
dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan,
biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertaggungjawabkan atas suatu kewajiban,

"% Ibid, hal. 218.

' philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya : Bina limu, 2017,
hal. 25

12 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung,
2006, hal. 95.
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putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapa meliputi juga kewajiban dalam
bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan™®. Dalam hal ini,
digunakannya teori pertanggung jawaban untuk mengkaji terkait tanggung jawab
yang dilakukan.oleh PT. “PLN Persero..dalam menangani permasalahan
pemadaman listrik.

Menurut Satjipto Raharjo, dalam | teori. kepastian Hukum merupakan
bagian dari unsur hukum, diutamakan untuk peraturan hukum tertulis. Apabila
tidak adanya suatu unsur kepastian dalam hukum, maka hukum tersebut tidak
akan dipatuhi karena semua orang tidak mempunyai pegangan terhadap
perilakunya. Ubi jus incertum, ibi jus nullum (di mana tiada kepastian hukum, di
situ tidak ada-hukum)™*. Menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa
kepastian hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang dibutuhkan dan
diharapkan oleh semua orang dalam menghadapi tindakan yang tidak seharusnya
dilaksanakan atau dilarang. Dengan adanya kepastian hukum tersebut pun dapat
menjaga ketertiban serta terjamin keamanan dalam masyarakat™'°.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum
sendiri adalah suatu jaminan yang menyatakan bahwa hukum harus dijalankan
dengan tepat dan pasti. Jika suatu hukum tidak terdapat kepastian didalamnya
maka hukum tidak akan ditaati serta tidak dapat dijadikan pedoman bagi setiap
orang. Tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus

dilaksanakan serta akan sulit untuk mencapai suatu keputusan yang pasti dan

3 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hal. 335

114 Satjipto Raharjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI PRESS, 2016, hal. 112

> Sudikno Mertokusuomo, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada, 2010, hal. 34
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akhirnya akan timbul keresahan akibat ketidakpastian hukum tersebut. Dengan

adanya suatu kepastian dalam hukum maka akan menjadi harapan bagi setiap

orang Yyang ingin berlaku adil terhadap tindakan sewenang-wenang yang

pelanggan/konsumen listrik. Dalam perspektif perlindungan (hukum) terhadap
konsumen, setidaknya dua hal mengemuka di sini. Pertama, di tengah-tengah
minimnya konsekuensi hukum padamnya listrik, PLN terlampau egois
menghitung kerugian ekonomisnya ketimbang kerugian ekonomis yang dialami
berbagai lapisan pelanggan/konsumennya. Evaluasi masalah-masalah teknis

kelistrikan cenderung menyalahkan perusahaan pembuat peralatan-peralatan PLN.
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Ini terlihat pada keinginan PLN mengajukan komplain pada perusahaan tersebut.
Tentu saja hal ini mengundang pertanyaan pasokan peralatan tersebut tidak
memenuhi standar dan prosedur di PLN? Hal-hal teknis demikian perlu kiranya
transparansi kebijakan kepada-masyarakat agar diketahui bagaimana mata rantai
kegiatan penyediaan tenaga listrik secara berkesinambungan.

Kedua, dimensi keadilan: bagi:-pelanggan/konsumen untuk mendapatkan
ganti rugl banyak dikorbankan, khususnya konsumen rumah tangga. Hak
konsumen = untuk mendapatkan ganti rugi. dari PLN hanyalah hiasan
UndangUndang Ketenagalistrikan. Ketika konsumen menjumpai masalah,
konsumen dihadapkan pada berbagai pembatasan yang sah menurut hukum. Tidak
mudah menyingkap tabir pembatasan hukum demikian. Dibandingkan pelanggan
listrik untuk kepentingan bisnis/biasa, khusus bagi konsumen rumah tangga tidak
mudah memformulasikan besarnya kerugian secara material akibat padamnya
listrik, misalnya: terhambatnya kegiatan-kegiatan rumah tangga sehari-hari atau
tidak berfungsinya perangkat elektronik rumah tangga karena listrik padam. Akan
tetapi masih dijumpai peluang yang sangat kecil untuk mengajukan gugatan ganti
rugi kepada PLN atas dasar perbuatan melawan hukum (tort) sesuai ketentuan
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 25 ayat (3) butir d
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989. Melalui instrumen ini, konsumen
dihadapkan pada beban pembuktian (burden of proof) yang berat, karena harus
membuktikan unsur-unsur:

1. Perbuatan melawan hukum;

2. Kesalahan/kelalaian tergugat;
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3. Kerugian yang dialami konsumen/pelanggan;

4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang

dialami konsumen.

pekerjaan mudah, tetapi bila tidak dimulai diperkirakan tidak akan ada perbaikan
nasib konsumen. Alternatif mengajukan gugatan class action” yang sudah ada
dasar hukum positifnya yang ketentuan class action diatur dalam Pasal 46
UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Ayat (1) tersebut merumuskan: “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat
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dilakukan oleh: ...b) sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang
sama”.

Ayat (2) menentukan: “Gugatan yang diajukan sekelompok konsumen,

class action)
diakui undang-u epjelasan itu bahwa
gugatan ini ha 3juke KC . lirugikan dan dapat

dibuktikan ¢

pada waktu dan. temp a ; d di sini adalah
ketika suatu i { U terjadi. Hu iti an kata lain, hukum
yang sedang : G kum  di - au hukum yang
dicitacitakan (ius ,&

Dalam visi "
berlaku (hukum positif) itu ‘ ur keberlakuan (Geltung) yuridis.
Hukum tersebut boleh saja mengabaikan unsur filosofis dan sosiologis, tetapi
tidak dapat meninggalkan unsur yuridis. Suatu peraturan dikatakan memenuhi
unsur keberlakuan yuridis apabila peraturan itu dilahirkan oleh lembaga yang

berwenang dan melalui proses yang benar. Dengan demikian hukum positif
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semata-mata mementingkan formalitas, bukan isi (materi) dari peraturan itu.
Disebut hukum positif semata-mata karena ia masih berlaku sampai saat ini.'*

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum mempunyai tiga unsur,

pemerint d enjur an dengan tidak
ada kecual konstitusional
bagi perlin
dinyatakan bahwa ke 1 L ‘: '-: he ebih rendah daripada
produsen atau

seimbang sa

Penulis juga akan ke (konsumen) tentang

di bawah ini :

Tabel 111. 4
Jawaban responden tentang masyarakat pernah komplain atas tindakan

emadaman aliran listrik yang dilakukan oleh pihak PLN tersebut
No. Jawaban Responden Jumlah Persentase
(%)
1. | Pernah - 0%
2. | Tidak 100 100 %

116 Shidarta, Op.Cit, hal. 10.
Y7y usuf Shofie, Op.Cit, hal. 72
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Jumlah 100 100 %

Sumber : Data olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan menjawab

bagian d Kul asas alaul kaed: -kaedah yang
bersifat
konsumen.
konsumen adalah kes : "" jan kae ''yang mengatur dan
melindungi

barang dan a

Ketenagalistrikan yang mengatur dan memberikan arah bagi restrukturisasi sektor
ketenagalistrikan membawa perubahan yang besar dalam bisnis energi khususnya
listrik ke depan, melalui restrukturisasi industri, implementasi mekanisme pasar,
reformasi tarif listrik, rasionalisasi partisipasi swasta, dan redefinisi peran

pemerintah. Dengan dibukanya pasar sektor ketenagalistrikan maka PT PLN ke

18 A, Z. Nasution, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada
Perlindungan Hukum Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015, hal. 28
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depan tidak akan lagi memonopoli pemegang kuasa usaha di bidang
ketenagalistrikan. UU No. 20 Tahun 2002 juga mengupayakan agar tenaga listrik

dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menjaga keselamatan

Dari tabel di atas dapat ¢ pahwa sebanyak 21 orang responden
menjawab pernah melakukan keterlambatan atas pembayaran tagihan/rekening
listrik tiap bulannya, sedangkan sebanyak 79 orang responden menjawab tidak
pernah melakukan keterlambatan atas pembayaran tagihan/rekening listrik tiap
bulannya.

Dari segi hubungan konsumen-produsen dalam penyelenggaraan jasa

ketenagalistrikan, apa yang diatur dalam undang-undang ini masih kurang bentuk
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perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Permasalahan yang sering

ditimbulkan PT. PLN (Persero) adalah masalah Pemutusan listrik yang terkadang

tanpa pemberitahuan, sehingga terpaksa diputus secara sepihak oleh pihak PLN,

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam
hitungan menurut ukur an yang sebenarnya.

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau

jasa tersebut.
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e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya

mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau

keterangan barang atau jasa tersebut.

yang memuat
I, aturan pakai,
aku usaha, serta

etentuan harus

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 dapat dibagi kedalam dua larangan yaitu:

1. Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan
standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan

oleh konsumen.
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2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak
akurat yang menyesatkan konsumen.Undang-undang tentang perlindungan

konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

an, Apakah

dapat dilihat

menjawab ada sanksi yang dibe atas keterlambatan atas pembayaran
tagihan/rekening listrik tiap bulannya, sedangkan sebanyak 79 orang responden
menjawab tidak ada sanksi yang diberikan oleh PLN atas keterlambatan dalam
melakukan pembayaran tagihan/rekening listrik tiap bulannya.

Dalam perjanjian penyambungan atau pemakaian arus listrik terdapat hak

dan kewajiban sebagaimana yang terdapat pada pelaku usaha dan konsumen lain.
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Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen disebut kan bahwa konsumen memiliki hak:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalammengkonsumsi

2. ng atau jasa
inan yang
3 i kondisi dan
4 ﬂ! atau jasa yang
5 a penyelesaian
6.
7 r, jujur serta tidak
8. Hak untuk mendapa rugi atau penggantian apabila

barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya.

9. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.
Selain hak konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen

juga diatur tentang kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:
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1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

3.
4 konsumen
- “f u usaha dan
sebagai kese 3 : a-konsumen maka
pelaku us
1. at pe , I i 5 men yang tidak
2 an _mengenai kondisi
' 4
3 e yelesaian hukum
L
<
&
4 secara hukum bahwa

diperdagangkan.
Sebagaimana konsekuensi dari hak konsumen yang telah diuraikan maka
120.

pelaku usaha dibebankan kewajiban sebagai berikut™":

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

119 Zumrotin K. Susilo, Penyambungan Lidah Konsumen, YLKI, Jakarta, 2016, hal. 3.
120 ghidarta., Op.Cit, hal. 28.
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2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan,

perbaikan dan pemeliharaan.

undang

Ketenagalistrikan yang )S gan kepentingan konsumen,

antara lain:

1. Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin

tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik,

dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan
ekonomi yang berkelanjutan.

2. Konsumen tenaga listrik memiliki hak untuk:
133



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

b. Mendapat pelayanan yang baik;

c. Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan

keandalan yang baik;

mengakibatkan kerugian pada pemegang izin usaha penyedia tenaga

listrik.

Dalam era globalisasi, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan
mode yang tidak dapat dihindari. Bagi pengusaha mungkin ini merupakan cara
mencapai tujuan ekonomi yang efesien, praktis dan cepat.Pelaksanaan klausula

baku di Indonesia tidak semata-mata diserahkan kepada para pengusaha,
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melainkan juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai pancasila yang menjadi dasar

negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dijabarkan dalam berbagai

peraturan perundang-undangan.

Sumber ; Data ola

o.
Dari tabel di QQQ‘

yak 21 orang responden

\\‘“’

menjawab pasrah dan diam saja ang dilakukan konsumen, apabila
pihak PLN melakukan pemutusan hubungan listrik, dikarenakan keterlambatan
konsumen dalam melakukan pembayaran rekening listrik, karena hal tersebut
merupakan kesalahan konsumen.

Setelah terjadi revolusi industri di Eropa Barat pada abad ke-19,

kebutuhan perjanjian standar makin berkembang. Jumlah transaksi perdagangan

makin mengikat, konsentrasi modal makin besar, sehingga penggunaan kontrak-
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kontrak baku makin mendesak. Pada abad ke-20 pembakuan syarat-syarat
perjanjian makin meluas. Terjadilah penumpukan modal besar pada kelompok
golongan ekonomi kuat yang disebut kapitalis. Golongan kapitalis ini muncul
sebagai pihak pengusaha yang-menyediakan jasa menawarkan produksi atau jasa
mereka kepada masyarakat konsumen. Sehingga konsumen hanya dihadapkan
pada dua pilihan tersebut yaitu-menyediakan jasa menawarkan produksi atau jasa
mereka kepada masyarakat konsumen.

Dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku, artinya tidak
ada blanko yang kosong tetapi hanya merupakan sejenis pengumuman atau
pemberitahuan kepada yang bersangkutan yang mengikatkan diri dalam perjanjian
tersebut. Contoh dokumen bukti perjanjian bagi pelanggan ialah (konsumen), nota
pesanan, nota pembelian, tiket pengangkutan dan lain sebagainya.

Pada perjanjian_standar, format perjanjian tersebut-dibakukan dengan,
ditentukan model, rumusan dan ukurannya oleh pelaku usaha sehingga tidak dapat
diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak dalam format
perjanjian sedemikian .rupa. Model perjanjian ‘dapat berupa blanko naskah
perjanjian lengkap atau blanko formulir “yang dilampiri dengan naskah syarat-
syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku.
Biasanya syarat-syarat perjanjian dirumuskan secara rinci dengan menggunakan
nomor-nomor atau pasal-pasal yang disebut klausula-klausula perjanjian.

Ada sebagian klausula-klausula yang dirumuskan sedemikian rupa yang
mengandung istilah-istilah yang sangat sulit dipahami oleh kaum awam dalam

waktu singkat, sedangkan ukuran kertas perjanjian ditentukan menurut model,
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rumusan, isi perjanjian, bentuk huruf dan angka yang dipergunakan. Syarat-syarat
perjanjian tersebut yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri

secara sepihak oleh pengusaha atau organisasi pengusaha. Hal ini dapat diketahui

pjian - yang
Tetapi jika
rkan tersebut

maka ia tidak-d : ma menerima atau

standar dibuat

1.
2. a formulir atau

dan

Selanjutnya disebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh pihak
pengusaha mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen, yaitu:
1. Tidak dapat menawar atau menghilangkan klausula-klausula dalam

perjanjian standar tersebut.

2IMariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia,
Alumni, Bandung, 2012, hal. 27
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2. Sebahagian isi atau klausula-klausula dalam perjanjian standar mungkin

tidak dimengerti oleh konsumen, yang sering tidak dijelaskan oleh

pengusaha pada waktu perjanjian tersebut ditandatangani. *2?

Ay
]

inggris
diungkapka perjanjian baku
artinya per i patokan atau
pedoman bagi seti en vz ) mengada

baku adalah

Nuavaey

ketentuan pencantuman klausula
(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula

baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

22 Ipid, hal. 29

123 Ridwan Khairandy, lktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak,Cet. Pertama, Program Pasca
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 73

124 Abdul kadir Muhammad 11, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra
Aditya Bakti, 2012, hal. 6.
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a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan

kembali barang yang dibeli konsumen;

AN
QD
>
c
z
QD
5
wn
D
(@)
=3
QD

an barang atau

23\ E Y

f. gi manfaat jasa
enjadi objek jual
g peraturan yang berupa

yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen
memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha

untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
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(1) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak

dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas,

atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Dengan demikian perjanjian antara pelaku usaha (PT. PLN) dengan
konsumen adalah berbentuk perjanjian baku artinya bahwa konsumen tidak ikut
serta dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian penggunaan arus listrik antara PT. PLN dengan

konsumen tidak ada disebutkan dengan tegas tentang wanprestasi yang dilakukan

5Hasil wawancara dengan Ibu Rina Gustriana, selaku PAE Supervisor Pelayanan Pelanggan,di
UP3 Pekanbaru, pada Rabu 7 September 2021
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oleh perusahaan PT. PLN. Dalam perjanjian tersebut hanya disebutkan tentang
kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. PLN yaitu:

1. Menyediakan tenaga listrik.

ana peraturan-

Menteri guna

di bidang listrik, sesual dengan Kkebijaksanaan cqg. Keputusan
pemerintah dan turut serta dalam pembuatan-pembuatan rencana
umum untuk perkembangan ekonomi dan ketahanan nasional yang

menyangkut kebijaksanaan umum di bidang tenaga listrik.
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7. Mendirikan bengkel-bengkel untuk reperasi alat-alat tenaga listrik,

menyelenggarakan jasa-jasa antara lain pemeliharaan dan pembelian

yang dapat digunakan pihak ketiga.

K pengembangan

.

peruntukan,

N NAERAE

. @
@
=
=
QD
>
O
QD
%
[
>
c
=4

f. Hal-hal lain yang berkenaan dengan kebijaksanaan kelistrikan.

Dalam perjanjian tersebut jika pihak PT. PLN tidak melaksanakan
memberikan ganti rugi kepada pelanggan sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 15 Tahun 1985 Jo. 30 Tahun 2009. Syarat-syarat yang harus
dipenuhi untuk menjadi pelanggan pemakaian arus listrik yaitu kepada pelanggan

haruslah menurut prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam Surat
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Edaran PT. PLN (Persero) Nomor 68 K/010/DIR/2000, selanjutnya pihak PLN

akan meneliti berkas permohonan tersebut, apakah telah sesuai atau tidak dengan

ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila calon pelanggantelah memenuhi segala

membuat formulir tata usaha langganan 1-01 (TUL.I-01) berdasarkan
dengan surat yang diterima dari kepala cabang kemudian diberi nomor
urut 1.a.

3. Permintaan menunggu penyelesaian.

126 Hasil wawancara dengan Ibu Rina Gustriana, selaku PAE Supervisor Pelayanan Pelanggan,di
UP3 Pekanbaru, pada Rabu 7 September 2021